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KY Akan Diberi
Hak Eksekusi Sanksi

WAKIL Ketua Komisi IIT DPR
Desmond J Mahesa priha-
tin dengan kondisi peradilan
di Tanah Air akhir-akhir ini.
Ditangkapnya sejumlah hakim
dan panitera di sejumlah daerah
dalam operasi tangkap tangan
oleh KPK mengindikasikan
ada yang tidak beres dengan
Mahkamah Agung (MA).

“Mereka sudah memperton-
tonkan bahwa kepastian hukum
di MA itu tidak ada. Yang ter-
jadi hanyalah transaksi-transaksi
keadilan yang sekarang ini di-
lakukan secara vulgar. Itulah
yang di pertontonkan oleh pera-
dilan,” ucap politisi Gerindra ini
di Gedung DPR, kemarin.

Ia khawatir jika fenomena
ini terus berlanjut, hukum di
Indonesia hanya menguntung-
kan orang-orang berduit. Yang
akan menang di peradilan hanya
yang mampu membeli putusan.
Tidak akan ada lagi keadilan
bagi masyarakat kecil.

Karena itu, dia mendesak
pimpinan MA segera bertindak
untuk memperbaiki lembaganya.
Jika tidak, kondisi peradilan
di Indonesia bisa semakin-bu-
ruk. “Kalau peradilan tidak
diperbaiki oleh pimpinan MA,
masalah-masalah inilah yang
terjadi. Masyarakat susah men-
cari keadilan, karena keadilan
hanya berpihak pada orang yang
punya duit.”

Desmond memastikan DPR
juga tidak tinggal diam. Saat ini
DPR tengah menggodok RUU
Jabatan Hakim (RUU JH) untuk
memperbaiki MA. Dengan RUU
ini, dirinya berharap, MA bisa
dibersihkan dan kembali men-

- jadi tumpuan akhir masyarakat

dalam méncari keadilan.

“Pembahasannya tengah ber-
gulir di DPR. Ada pula sejumlah
poin penting yang perlu diteka-
nkan dalam RUU Jabatan Hakim
tersebut, salah satunya tentang
perlunya kewenangan eksekuto-
rial bagi KY (Komisi Yudisial),”
jelasnya.

Dia tidak ingin putusan KY
hanya bersifat rekomendasi
usul penjatuhan sanksi dan
pelaksanaan usul diserahkan
kepada MA seperti yang selama
ini terjadi. Desmond ingin KY
punya kewenangan melaksana-
kan putusan sanksi itu, agar para
hakim nakal benar-benar bisa
ditindak.

“Kami lagi menyusun agar
di dalam jabatan hakim itu ada
saling keterikatan dengan KY.
Untuk pengawasan, KY akan
kami perkuat,” jelasnya.

-Dalam RUU Jabatan Hakim,
lanjut Desmond, juga diatur
masa jabatan hakim agung yang
dibatasi hanya lima tahun seperti
masa jabatan KY maupun ha-
kim Mahkamah Konstitusi.
Untuk hakim agung yang masih
berminat bisa dipilih kembali
melalui penilaian kinerja oleh
KY dan disetujui DPR. Dengan
begitu, kualitas hakim agung
akan tetap terjaga. '

Namun, MA sepertinya tidak
setuju dengan rencana penguatan
KY dalam RUU Jabatan Hakim.
MA ingin posisi KY tetap seperti
sekarang.

“KY hanya mempunyai ke-
wenangan memberikan usulan.
Sanksi merupakan kewenangan
MA sebagai lembaga yang me-
naungi hakim,” kata Jubir MA,
Suhadi. mBcG



